KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA
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Nomor SOP

| Tgl Pembuatan

Juli 2024

Tgl Efektif

Tgl Pengesahan

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum
1 |Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 |Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4

5

6 |Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

7 |Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 |Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur

9 |Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi
Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

tentang Keterbukaan Informasi Publik

LENED]

SOP Pendokumentasian Informasi Publik
SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

Peringatan

asi Pelaksana
1. |Memahami peraturan terkak dengan keterbukaan Informasi publik

2 |Memiliki keahlian komputer tingkat sedang
3 |Mempunyai skill komunikasi yang baik

4 |Memiliki kemampuan pendokumentasian informasi

Peralatan/Perlengkapan

Komputer, laptop, ATK
Jaringan internet

N -

Pencatatan dan Pendataan
1 |Buku Tamu/Agenda
2 |Daftar pemohon




rekapitulasi permohonan informasi

Pelaksana Mutu Baku
Petugas
. iata Kete
i g Pelayanan PPID Kelengkapan Waktu | Output i
Informasi
1 Menerima permohonan informasi langsung dari Meja tamu 5 menit |Permohonan |Pemohon
pemohon ( ) informasi datang
langsung
v Menjelaskan cara memperoleh dan Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e- PPID 5 menit |Daftar
mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi pemohon
e-PPID dalam Asistensi
|:":] aplikasi pemenuhan
dokumen
persyaratan
3 Memberikan asistensi kepada pemohon untuk Formulir penerimaan informasi 10 menit |Formulir Asistensi
registrasi atau log-in permohonan informasi :L:’_ penermaan |pencarian
dalam aplikasi informasi informasi
melalui aplikasi
PPID
4 Memeriksa jenis informasi yang diajukan, ditolak Identitas diri pemohon, surat tugas dari 10 menit |Daftar
apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, lembaga, alamat email, dan nomor kontak Informasi
permohonan akan diterima. Apabila informasi C}Q pemohon, data/informasi Publik
tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan,
maka permohonan ditolak
diterima
5 Melakukan penelusuran atas informasi (kepada Komputer, Telpon, Faksimili, jaringan internet, |10 +7 Daftar
unit terkait) sebagaimana yang diajukan [ ]«_1 I media sosial, email, datafinformasi hari kerja | Informasi
pemohon Publik
6 Proses pemberian jawaban atas permohonan Persuratan, komputer, jaringan internet, 1 hari Data dan
informasi | data/informasi, aplikasi PPID Informasi
Publik
7 Petugas melakukan pencatatan pembukuan @ Komputer 10 menit




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan Juli 2024

| Tgl Efektif Agustus 2024
Tgl Pengesahan Agustus-2024-—.
Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 |Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 |Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/20189 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

4 |Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur

5 |Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 |Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

7 |Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

1, |Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2 |Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

3 |Mempunyai communication skill

4 |Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

2 |SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3 |SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
4 |SOP Pengujian Konsekuensi

Peringatan

1
2.

i
2

Pencatatan dan Pendataan

Komputer, laptop, ATK
Jaringan internet

Buku Tamu/Agenda
Daftar pemochon




No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Petugas PPID ATASAN PPID Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan
Informasi
1 |Menerima pengajuan keberatan dari pemohon Meja tamu 5 menit Permohonan |Pemohon datang
( ) informasi  |langsung
2 |Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas Komputer, jaringan| 5 menit Daftar Asistensi pencarian
pelayanan informasi publik melalui aplikasi e- Internet, Aplikasi e- pemohon |informasi, log-in ke
PPID PPID dalam aplikasi |aplikasi
3 |Melakukan penelusuran atas pengajuan t: Komputer, jaringan| 10 menit
keberatan Internet, Aplikasi e-
PPID
4 |Jika ditolak, harus menyampaikan surat Komputer, jaringan| 30 hari kerja Surat
penjelasan penolakan. Internet, Aplikasi e-
T i
ditglak 5
diterima
5 |Jika pengajuan keberatan diterima, menyiapkan Komputer, jaringan| 30 hari kerja Memo
informasi yang diminta pemohon Internet, Aplikasi e-
| In— PPID
6 [Menyampaikan konsep memorandum kepada Komputer, ATK 1 jam Surat/Memo
PPID/Atasan PPID [ L s i
7 |Proses pemberian jawaban atas permohonan Persuratan, 30 menit Data dan
informasi I LJ-——-I | komputer, jaringan Informasi
internet, Publik
data/informasi
8 |Petugas melakukan pencatatan pembukuan @ Komputer, ATK 10 menit Arsip

rekapitulasi permohonan informasi
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA
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Nomor SOP

| Tgl Pembuatan Juli 2024

| Tgl Efektif Agustus 2024 — 2 2
Tgl Pengesahan Agustus 20247 1 e /
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Nama SOP
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nformasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi
Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Keterkaitan

1
2
3
4

Perin

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

SOP Uji Konsekuensi

SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

gatan

D

1. |Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2 |Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

3 |Mempunyai communication skill

4 |Kemampuan pendokumentasian informasi

Peralatan/Perlengkapan
1. |Komputer, laptop, kamera, ATK
2. |Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan
1 |Buku Tamu/Agenda
2 |Daftar pemohon




No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Petugas PPID Arsiparis Kelengkapan Waktu Qutput
Pelayanan
Informasi
1 |Melakukan identifikasi terkait informasi yang Komputer dan ATK| 5 menit Dokumen Pemohon
akan didokumentasikan di lingkungan PPN ( ] datang
Sibolga langsung
2 |Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID Komputer, jaringan| 15 menit Dokumen Asistensi
dalam menghimpun serta mendokumentasikan Internet pencarian
data untuk informasi publik N | informasi, log-
L A in ke aplikasi
3 |Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan Komputer, kamera| 5 menit Dokumen
dalam melakukan dokumentasi informasi [:_: dan ATK
4 |Mengumpulkan data dan informasi yang Komputer, ATK, |5 hari kerja| Dokumen/Arsip
dibutuhkan dari berbagai sumber dalam kamera, jaringan
mendokumentasikan informasi publik internet
5 [Mengolah dan menyusun data hasil informasi Komputer, jaringan| 1 hari Dokumen/Arsip
yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft ‘j Internet
file :
6 [Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil v Komputer, ATK 1 jam Surat/Memo
informasi yang telah  didokumentasikan \
untuk memperoleh perbaikan atau koreksi /
7 |Hasil koreksi dokumen informasi dari \ Komputer, jaringan| 30 menit Data dan
pimpinan PPID dipublikasikan melalui website. [: : ] internet, Informasi Publik
data/informasi
8 |[Dokumen informasi disimpan sebagai arsip Komputer, ATK 15 menit Arsip

009/SJ.6




Nomor SOP . B.1289/DJPT.1/HM.410/111/2024
Tgl Pembuatan  : 13 Maret 2024

Tgl Efekiif . 14 Maret 2024
Tgl Pengesahan : 14 Maret 2024~ R

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Disahkan oleh  :  Sekrefaris-Direkigrat Jgnderal Perikanan Tangkap
DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

Nama SOP : Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang
Dikecualikan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. |Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2 |Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 2 |Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3 [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 3 [Mempunyai communication skill
tentang
4 |Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 4 |Kemampuan pendokumentasian informasi
Pedoman

5 |Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6 |[Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-DJPT/III/2024 tentang
Daftar Informasi Publik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

7 |Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2/PPID-DJPT/III/2024 tentang
Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1 |SOP Permintaan Informasi Publik 1. |Komputer, laptop, ATK
2 |SOP Pengajuan Keberatan 2. |Jaringan internet

3 |SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

4 [SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1 |Buku Tamu/Agenda
2 |Daftar pemohon




Pelaksana Mutu Baku
. PPID PPID
No Kegiatan PPID . Pelaksana Pelaksana Akademisi LSM Mahasiswa | Arsiparis Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kementerian Eselon | UPT

1 [PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Komputer dan ATK| 10 menit Dokumen
Pelaksana Eselon | perihal pemutakhiran Daftar C)

Informasi Dikecualikan (DIK)

2 |PPID Pelaksana Eselon | menyampaikan v Komputer, jaringan|5 hari kerja Dokumen Asistensi
usulan daftar informasi dikecualikan disertai Internet pencarian
pertimbangan undang-undang yang digunakan informasi, log-in
untuk pengecualian ke aplikasi

3 |Mengumpulkan data dan informasi mengenai v Komputer, jaringan| 1 hari kerja Dokumen
peraturan perundang-undangan sebagai PIN 4_ Internet
rujukan pengecualian informasi

4 |Memberikan pertimbangan atas informasi y Komputer dan ATK| 1 hari kerja Dokumen
/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia PIN
berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan
umum

5 |Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas . Komputer dan ATK|10 hari kerjg Dokumen
informasi yang akan dikecualikan yang telah PIN o
terkumpul dengan merujuk kepada peraturan
perundang-undangan

6 |Para peserta hadir dalam kegiatan Uji v Komputer, ATK, |1 hari kerja| Dokumen/Arsip
Konsekuensi dapat menandatangani berita < < 4_ <> PIN < jaringan internet
acara

7 |Penetapan daftar informasi dikecualikan secara v Komputer, jaringan|1 hari kerja| Dokumen/Arsip
resmi <> <« o PIN PIR < Internet

8 |Dokumen informasi disimpan sebagai arsip v Komputer, ATK 1jam Surat Keputusan

009/SJ.6



Nomor SOP . B.1288/DJPT.1/HM.410/111/2024
Tgl Pembuatan  : 13 Maret 2024

Tgl Efekiif . 14 Maret 2024
Tgl Pengesahan : 14 Maret 2024—_
(EMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Disahkan oleh . Sekretgris‘DirektoranJerjgeral Perikanan Tangkap
; DIREKTORAT JENDERAL M
PERIKANAN TANGKAP
\%\_  Traj junanda
o NHP-197406261999031004
Nama SOP . Pemutahiran-dan Penetapan Daftar Informasi
Publik
1 [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. |Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2 |Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 2 |Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3 [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 3 [Mempunyai communication skill
tentang
4 |Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 4 |Kemampuan pendokumentasian informasi
Pedoman

5 |Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6 |[Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-DJPT/III/2024 tentang
Daftar Informasi Publik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

7 |Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2/PPID-DJPT/III/2024 tentang
Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1 |SOP Permintaan Informasi Publik 1. |Komputer, laptop, ATK
2 [SOP Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan 2. |Jaringan internet
3 [SOP Pengajuan Keberatan

4 [SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1 |Buku Tamu/Agenda
2 |Daftar pemohon




No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

PPID
Kementerian

PPID
Pelaksana
Eselon |

PPID
Pelaksana
UPT

Atasan PPID
Kementerian

Arsip

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID
Pelaksana Eselon | & PPID Pelaksana UPT
perihal pemutakhiran Daftar Informasi Publik
(DIP)

O

Komputer, ATK

60 menit

Permohonan
informasi

Memo

PPID Pelaksana UPT menyampaikan usulan
DIP dan kepada PPID Pelaksana Eselon |
yang kemudian dilakukan verifikasi

F

Komputer, ATK

1 hari

Surat

Diberikan batas
waktu 10 hari untuk
menyampaikan
usuaan ke PPID
Kementerian

PPID Pelaksana Eselon | menyampaikan
berkas yang sudah terverifikasi kepada PPID
Kementerian

Komputer, ATK

1 hari

PPID Kementerian mengumpulkan dan
memvalidasi informasi dan dokumen yang
berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-
masing unit kerja Eselon |

]
[

Komputer, ATK

7 hari

Mengidentifikasi seluruh informasi dan
dokumentasi yang dikumpulkan dan
mengklasifikasikannya berdasarkan sifat
informasi dan dokumentasi (secara berkala,
serta merta dan setiap saat)

Usulan
pemutahiran DIP

3 hari

Usulan
pemutahiran
DIP

Mendokumentasikan informasi publik dalam
bentuk soft copy & tempat penyimpanan
dokumen dalam hard copy

Komputer, ATK

2 hari

Menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan
klasifikasi informasi dan dokumentasi publik

:

Komputer, ATK

1 hari

Mengunggah dan mempublikasikan DIP ke
website resmi KKP maupan melalui sarana
informasi lainnya

Komputer, Internet

10 Menit

Menyampaikan DIP yang telah ditetapkan
kepada PPID Kementerian untuk ditetapkan
menjadi bagian dari DIP utama

Surat/Nota Dinas

1 Hari

009/SJ.6



